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Abstrak
Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber bagi daerah untuk memenuhi Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar perolehan pajak dan retribus maka semakin besar pula perolehan Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar perolehan Pendapatan Asli Daerah maka semakin berhasil suatu daerah dalam mengelola daerah dan semakin besar belanja daerah yang dibiayai sendiri oleh daerah tersebut. Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari Pendapatan Asli Daerah dan untuk mengetahui besaran kontribusi dari pajak serta retribusi daerah 	terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan data time series dari tahun 2008-2017. Metode analisis data yang digunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan menghitung efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan kontribusi dari pajak serta retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian diperoleh efektivitas Pendapatan Asli Daerah rata-rata dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 sebesar 75,8% dengan kriteria kurang efektif, sedangkan efektivitas yang terendah di tahun 2010 sebesar 19,1% atau tidak efektif dan tertinggi efektivitas tahun 2017 sebesar 139,6% atau kriteria sangat efektif. Selanjutnya untuk kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah terendah pada tahun 2014 dan tertinggi pada tahun 2011. Rata-rata kontribusi pajak dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 sebesar 14,9% serta untuk kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah terendah pada tahun 2008 dan 2017 sebesar 11,3% dan tertinggi pada tahun 2015 sebesar 30,5%. Rata-rata kontribusi retribusi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 sebesar 20,1%.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi Pajak, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Aceh Timur 
Abstract

Regional taxes and levies are a source for the region to meet Regional Original Revenue. The greater the acquisition of taxes and retribus, the greater the acquisition of Local Revenue. The greater the acquisition of Original Regional Revenues, the more successful a region is in managing the region and the greater the regional expenditure that is self-financed by the region. The study aims to determine the effectiveness of Regional Original Revenues and to determine the amount of contribution from taxes and regional levies on Regional Original Revenues in East Aceh Regency. This study uses secondary data with time series data from 2008-2017. The data analysis method used is quantitative descriptive analysis by calculating the effectiveness of Regional Original Revenues and the contribution of taxes and levies on Regional Original Revenues. The results obtained by the effectiveness of Regional Original Revenue on average from 2008 to 2017 amounted to 75.8% with less effective criteria, while the lowest effectiveness in 2010 was 19.1% or ineffective and the highest effectiveness in 2017 was 139, 6% or very effective criteria. Furthermore, the contribution of local taxes to the Regional Original Revenues was the lowest in 2014 and the highest in 2011. The average tax contribution from 2008 to 2017 was 14.9% and for the contribution of regional levies to the lowest Regional Original Revenues in 2008 and 2017 at 11.3% and the highest in 2015 at 30.5%. The average contribution from retribution from 2008 to 2017 is 20.1%.
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PENDAHULUAN
Masa Pra Reformasi setiap daerah di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974. Undang-Undang tersebut dilatarbelakangi oleh prinsip pemberian otonomi kepada daerah, yang dapat mengatur pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi. Kemudian seiring dengan perjalanan undang-undang ini pada masa pemeritahan orde baru pengaturan pemerintah lebih dominan sentralisasi dibandingkan desentralisasi. Sehingga belum adanya kepastian mengenai kewenangan dan perimbangan keuangan kepada pemerintah daerah serta adanya kekuasaan terpusat (sentralisasi), mengindikasikan bahwa tidak ada pemisahan antara peran eksekutif dan legislatif yang mengakibatkan fungsi pengawasan tidak berjalan secara efektif.
Akan tetapi pada tahun 1998 atau lebih dikenal denggan masa era reformasi, masyarakat beserta organisasi-organisasi masyarakat melakukan unjuk rasa untuk dilakukan pelaksanaan otonomi yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah terutama pada tingkat kabupaten/kota. Era Reformasi pada tahun 1998 yang menuntuk banyak perubahan mulai dari sistem Negara , seperti adanya tuntutan Good Governance dan adanya pemisahaan kekuasaan antara eksekutif, judikatif, dan legislatif. Kemudian hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatu kedalam dalam Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk keuangan diatur kedalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan perundangan tersebut menuntut peran legislatif yang semakin besar dengan kedudukan yang terpisah dari eksekutif, kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD, bukan lagi kepada Presiden, serta adanya kepastian bahwa pelaksanaan pemerintahan dapat ikut diawasi oleh masyarakat melalui DPRD. Reformasi terus berlangsung dan perubahan kembali terjadi dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang Undang No 25 Tahun 1999 (Wenny, 2012).
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur semua urusan pemerintahan dan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan (Halim, 2011: 229). Ditetapkan juga Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah yang menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah. Terlepas dari siap atau tidaknya suatu daerah untuk melaksanakan kedua Undang-Undang tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah karena melalui otonomi daerah kemandirian dalam menjalankan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien (Yuliandriansyah, 2009). Dengan diberlakukannya kewenangan otonomi daerah, diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dimilikinya. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 157 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas : (1) hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain-lain PAD yang sah (Wenny, 2012).
Kabupaten Aceh Timur sebagai salah satu pemerintah daerah di Provinsi Aceh, yang merupakan daerah induk yang sudah dimekarkan yaitu Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang. Kabupaten Aceh Timur juga menjalankan kegiatan pemerintahan yang salah satunya mengenai pengaturan keuangan daerah. Dalam menjalankan kegiatannya di daerah yang menjadi tujuan adalah perolehan Pendapatan Asli Daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Aceh Timur dari tahun 2008-2016 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur 
   Tahun 2008-2017
	No
	Tahun
	Pajak
(Rp)
	Perkem-bangan
(%)
	Retribusi
(Rp)
	Perkem-bangan
(%)
	PAD
(Rp)
	Perkem-bangan
(%)

	1
	2008
	1.087.723.441
	-
	1.628.125.947
	
	14.411.181.053
	-

	2
	2009
	1.853.492.341
	70,4
	1.707.682.737
	4,9
	8.766.371.906
	-39,2

	3
	2010
	2.280.534.098
	23,0
	2.668.647.889
	56,3
	8.935.449.601
	1,9

	4
	2011
	4.314.082.969
	89,2
	2.753.607.023
	3,2
	13.667.862.972
	53,0

	5
	2012
	4.037.416.902
	-6,4
	3.907.879.844
	41,9
	18.283.346.862
	33,8

	6
	2013
	4.371.450.662
	8,3
	8.368.291.093
	114,1
	42.805.235.987
	134,1

	7
	2014
	7.129.879.239
	63,1
	21.145.579.415
	152,7
	86.544.530.935
	102,2

	8
	2015
	8.031.473.347
	12,6
	30.101.828.434
	42,4
	98.704.908.471
	14,1

	9
	2016
	8.307.578.729
	3,4
	12.800.818.167
	-57,5
	94.337.443.421
	-4,4

	10
	2017
	10.457.216.638
	25,9
	17.846.424.206
	39,4
	158.492.371.449
	68,0


Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur, 2018
Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur dari tahun 2008-2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2008 jumlah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 14.411.181.053, akan tetapi pada tahun 2009 jumlah Pendapatan Asli Daerah menurun menjadi Rp 8.766.371.906. penurunan ini dikarenakan adanya penurunan pedapatan pada sektor lain-lain pendapatan yang sah. Kemudian pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015,  kemudian tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dari 2015 Rp 98.704.908.471 menjadi Rp 94.337.443.421 atau penurunannya sebesar minus 4,4%. Akan tetapi pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi  Rp 158.492.371.449. Penurunan Pendapatan Asli Daerah ini dikarenakan adanya penurunan pendapatan pajak daerah, dan penurunan pendapatan dari sektor lain-lain pendapatan yang sah. Kabupaten Aceh Timur sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah karena daerahnya yang luas dan penduduk yang banyak akan tetapi berbagai sumber seperti pajak daerah dan retribusi belum maksimal dalam pengutipannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.


Pengertian Pendapatan Asli Daerah
[bookmark: _GoBack]Berdasarklan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam pasal 1 butir 13 undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih. Menurut Halim (2011:101) tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu: pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Mardiasmo (2010:5) menyatakan retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduk secara perorangan, namun tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
a. hasil pajak daerah
b. hasil retribusi daerah
c. hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Dana perimbangan;
3. Pinjaman daerah;
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Dari sejumlah pendapatan daerah tersebut di atas, upaya penghimpunan yang paling diutamakan adalah pada pendapatan asli daerah (PAD), mengingat PAD adalah sumber yang sering dijadikan ukuran sebagai kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan salah satu sumber PAD yang dominan setelah pajak daerah. 

Pajak Daerah
Sunarto (2005:15) menyatakan pajak daerah  merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk di dalam APBD.

Retribusi
Menurut Mardiasmo (2010:14) Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selain Mardiasmo, ada beberapa pengertian Retribusi lainnya menurut beberapa sumber antara lain, Menurut Marihot (2005:6) Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Sunarto (2005:16) menyatakan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan dareah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang  Sah
Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusli daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegitan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. Lain-lain PAD yang sah meliputi yaitu (Siahaan, 2005:7):
1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah.
6. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
8. Pendapatan denda pajak;
9. Pendapatan denda retribusi;
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
11. Pendapatan dari pengembalian;
12. Fasilitas social dan fasilitas umum;
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;dan
14. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga pajak dan retribusi daerah efektif dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur.




METODE PENELITIAN
Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Timur dengan ruang lingkup penelitian merupakan kajian dari Ilmu Ekonomi Publik yang mengkaji Pendapatan Asli Daerah. Data yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Timur dari tahun 2008-2017. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2018.
 
Jenis dan Sumber Data 
1.  Adapun yang menjadi jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Data kualitatif
Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan bilangan, atau dengan kata lain data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna (Noor, 2014:13). Data kualitatif pada penelitian ini berupa teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.
b. Data Kuantitatif
Data Kuantitatif adalah data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka (Noor, 2014:14). Data kuantitatif berupa data Pendapatan Asli Daerah pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008-2017. 
2. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Timur dari tahun 2008-2017 yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur. Kemudian buku-buku, jurnal serta artikel-artikel dan teori-teori yang menjadi referensi penelitian yang mendukung penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data 
Data yang dibutuhkan pada penelitian ini diperoleh dengan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research) merupakan cara untuk memperoleh data yang penulis lakukan dengan membaca buku-buku, serta bacaan lainnya yang berhubungan dengan isi tulisan ini berupa jurnal, artikel dan salinan lainnya. Kemudian data dokumentasi berupa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Metode Analisis Data 	
Menganalisa data menggunakan analisis efektivitas dan kontribusi menurut Halim (2011:234) sebagai berikut:

1. Efektivitas
							 
	           

Kirteria tingkat efektivitas:

Tabel 2.Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan
	Persentase 
	Efektivitas

	>100%
	Sangat efektif

	90-100%
	Efektif

	80-90%
	Cukup Efektif

	60-80%
	Kurang Efektif

	< 60%
	Tidak Efektif


Sumber: Sidik dalam Komalig, Pakasi dan Pangemanan (2013:6)
2.   Kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah
		

 
3.   Kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah
		                Realisasi Retribusi
      	
	  
PEMBAHASAN
Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli   Daerah Kabupaten Aceh Timur

Efektifitas
Efektifitas dan kontribusi pajak serta retribusi daerah terhadap pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Timur dapat diketahui dari hasil analisis data dengan menggunakan analisis efektivitas dan kontribusi. Hasil efektivitas yang dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Timur dengan anggaran Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Timur di kalikan 100%. Data yang dianalisis atau dihitung dari rahun 2008 sampai dengan tahun 2017. Untuk efekivitas  Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Timur dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi yang terlihat dari hasil dan kriterianya. Untuk kriteria tidak efektif dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 kemudian cukup efektif di tahun 2012 dan tahun 2016, sedangkan efektif tahun 2013 dan sangat efektif tahun 2014, 2015 dan 2017. Hasil berdasarkan perhitungan pada lampiran penelitian ini. Efektivitas dapat dilihat pada Tabel 3  Berikut ini.



Tabel 3. Efektivitas 
	No
	Tahun
	Efektivitas (%)
	Kriteria

	1
	2008
	52,6
	Tidak efektif

	2
	2009
	43,8
	Tidak efektif

	3
	2010
	19,1
	Tidak efektif

	4
	2011
	23,3
	Tidak efektif

	5
	2012
	86,6
	Cukup efektif

	6
	2013
	90,9
	Efektif

	7
	2014
	109,2
	Sangat Efektif 

	8
	2015
	104,9
	Sangat efektif

	9
	2016
	88,1
	Cukup  efektif

	10
	2017
	139,6
	Sangat efektif

	Rata-rata
	75,8
	Kurang efektif


Sumber: data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui efektivitas dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2008 diperoleh efektivitas sebesar 52,6% atau berdasarkan kriteria tidak efektif, hal ini dikarenakan lebih besar anggaran dibandingkan hasil realisasinya. Demikian pada tahun 2009 sebesar 43,8%, tahun 2010 tingkat efektivitas sebesar 19,1%, tahun 2011 tingkat efektivitas sebesaar 23,2% dan berdasarkan kriteria efektivitas maka dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 tidak efektif dikarenakan lebih besar anggaran efektif. Selanjutnya tahun 2012 tingkat efektivitas sebesar 86,6% atau berdasarkan kriteria termasuk cukup efektif. Tahun 2013 tingkat efektivitas meningkat lagi dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 90,9% atau berdasarkan kriteria termasuh efektif dan demikian pada tahun 2014 tingkat efektivitas mencapai 109,2% dengan kriteria sangat efektif. Kemudian pada tahun 2015 tingkat efektivitas sebesar 104,9% dan berdasarkan kriteria efektivitas termasuk sangat efektif karena realisasi lebih besar dari anggaran yang ditetapkan. Akan tetapi pada tahun 2016 tingkat efektivitas menurun menjadi sebesar 88,1% dengan kriteria cukup efektif serta pada tahun 2017 mengalami perbaikan dengan tingkat efektivitas sebesar 139,6% atau berdasarkan kriteria sangat  efektif. Berdasarkan rata-rata efektif dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar 75,8 atau berdasarkan kriteria kurang efektif. Hal ini dikarenakan lebih banyak tidak efektif sementara yang efektif dan sangat efektif hanya masing-masing dua dan tiga tahun.


Kontribusi Pajak
Kontribusi pajak terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Timur dapat diketahui dari perbandingan realisasi pajak dibagi dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah di kali 100%. Perhitungan dapat dilihat pada lampiran penelitian ini dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Kontribusi Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah 
	No
	Tahun
	Kontribusi (%)

	1
	2008
	7,5

	2
	2009
	21,1

	3
	2010
	25,5

	4
	2011
	31,6

	5
	2012
	22,1

	6
	2013
	10,2

	7
	2014
	8,2

	8
	2015
	8,1

	9
	2016
	8,8

	10
	2017
	6,6

	Rata-rata
	14,9


Sumber: data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2008 besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 7,5%. Pada tahun 2009 kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 21,1% atau terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah meningkat lagi dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 25,5%. Kemudian pada tahun 2011 kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah meningkat lagi menjadi sebesar 31,6%. Akan tetapi pada tahun 2012 kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah menurun menjadi sebesar 22,1%. Kemudian pada tahun 2013 kontribusi penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah menurun dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 10,2% demikian pada tahun 2014 sebesar 8,2%. Selanjutnya pada tahun 2015 kontribusi penerimaan pajak daerah sebesar 8,1% atau sedikit meningkat dari tahun sebelumnya. Kemudian tahun 2016 kontribusi pajak daerah sebesar 8,8% dan tahun 2017 menurun menjadi sebesar 6,6%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tertinggi pada tahun 2011 dan terendah pada tahun 2017. Rendahnya kontribusi pajak pada tahun 2008 dan tahun 2017 dikarenakan penerimaan pajak daerah bila dibandingkan dengan retribusi maupun dari sumber lainnya.

Kontribusi Retribusi
Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, yaitu dengan membandingkan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Tabel 5.

Tabel 5. Kontribusi Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah 
	No
	Tahun
	Kontribusi (%)

	1
	2008
	11,3

	2
	2009
	19,5

	3
	2010
	29,9

	4
	2011
	20,1

	5
	2012
	21,4

	6
	2013
	19,5

	7
	2014
	24,4

	8
	2015
	30,5

	9
	2016
	13,6

	10
	2017
	11,3

	Rata-rata
	20,1


Sumber: data diolah, 2018
Berdasarkan tabel IV-6 dapat diketahui kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Timur dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2008 besar kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 11,3%. Pada tahun 2009 kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 19,5% atau terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah menurun dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 29,9%. Kemudian pada tahun 2011 kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 20,1%. 
Pada tahun 2012 kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah meningkat menjadi sebesar 21,4%. Kemudian pada tahun 2013 kontribusi penerimaan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah menurun dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 19,4% demikian pada tahun 2014 sebesar 24,4%. Selanjutnya pada tahun 2015 kontribusi penerimaan retribusi daerah sebesar 30,5% tetap atau sama dari tahun sebelumnya. Kemudian tahun 2016 kontribusi retribusi daerah sebesar 13,6% dan tahun 2017 menurun menjadi sebesar 11,3%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tertinggi pada tahun 2015, terendah tahun 2008 dan 2017. Rendahnya kontribusi retribusi pada tahun 2008 dan tahun 2017 dikarenakan penerimaan retribusi daerah bila dibandingkan dengan penerimaan dari sumber lainnya seperti lain-lain pendapatan yang sah.

Pembuktian Hipotesis
Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur dengan melihat perbandingan antara realisasi dengan anggaran Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil perhitungan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 rata-rata efektivitas adalah sebesar 75,8 atau berdasarkan kriteria kurang efektif. Hal ini dikarenakan lebih banyak tidak efektif sementara yang efektif dan sangat efektif hanya masing-masing satu tahun. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 hanya sebesar 14,9% dan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 hanya sebesar 20,1%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan ”diduga pajak dan retribusi daerah efektif dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur”, diterima. Hal tersebut karena Pendapatan Asli Daerah belum efektif akan tetapi pajak dan retribusi daerah telah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Timur.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di tarik kesimpulan:
1. Hasil penelitian diketahui tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Timur dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 terendah tahun 2010 yaitu 19,1% atau masuk dalam kriteria tidak efektif dan tertinggi tahun 2017 sebesar 139,6% atau masuk dalam kriteria sangat efektif. kemudian rata-rata diperoleh dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 sebesar 75,8% atau dalam kriteria kurang efektif.
2. Hasil penelitian untuk kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah terendah pada tahun 2014 dan tertinggi pada tahun 2011. Rata-rata kontribusi pajak dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 sebesar 14,9%. 
3. Hasil penelitian untuk kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah terendah pada tahun 2008 dan 2017 sebesar 11,3% dan tertinggi pada tahun 2015 sebesar 30,5%. Rata-rata kontribusi retribusi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 sebesar 20,1%.

SARAN
Saran yang dapat disampaikan antara lain:
1. Bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam menyusun anggaran sebaiknya memperhitungkan antara anggaran dengan realisasi yang akan diterima dari Pendapatan Asli Daerah, sehingga dapat dinyatakan efektif.


2. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dapat meningkatkan lagi penerimaan pajak daerah dengan cara memaksimalkan pengutipan pajak daerah sehingga pajak lebih besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dapat meningkatkan lagi penerimaan retribusi daerah dengan cara memaksimalkan pengutipan retribusi dari berbagai sumber sehingga retribusi lebih besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.
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